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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Menurut UU No. 32 tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Secara Etimologi (asal-usul suatu kata) otonomi daerah 

berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal 

dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau 

undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk 

mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus 

rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas-batas wilayah. 

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan 

penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah 

mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844).  

Menurut UU no 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, otonomi daerah 

meliputi bidang politik dan ekonomi. Otonomi pada bidang politik 

memungkinkan suatu daerah mengatur rumah tangganya sendiri termasuk 

memilih pemimpinnya. Otonomi pada bidang Ekonomi memungkinkan 

daerah mengatur pembangunan daerahnya dan mengembangkan potensi yang 

dimiliki. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk 

menawarkan fasilitas investasi di daerah, memudahkan proses perijinan 

usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran 

ekonomi di daerahnya. Dengan kata lain otonomi daerah akan membawa 

kesejahteraan masyarakat daerah ke arah yang lebih tinggi. 

Dalam rangka otonomi daerah dalam bidang Ekonomi, pemerintah pusat 

memberikan pembagian dana untuk daerah melalui Dana Desa. Berdasarkan 

UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Daerah diberikan 

kebebasan untuk mengatur penyelenggaraan daerah diluar kewenangan 

pemerintah pusat. Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu meningkatkan 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa ( DD) adalah 
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bagian dari keuangan Desa yang merupakan bagian dari dana transfer dari 

pemerintah pusat dan merupakan bagian dari APBN. Kewenangan mengelola 

Dana Desa diharapkan mampu mengembangkan Desa, mengembangkan 

Pendapatan asli daerah dan menjadikan Desa mandiri dalam hal finansial. 

Dana Desa (DD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program 

pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan 

kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta 

pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan 

kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal 

yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses 

pelaksanaan pembangunan disetiap desa adalah adanya kepastian keuangan 

untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Dana Desa (DD). 

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, 

menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan 

bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor 

kehidupan (Sutoro Eko 2002). Arah pemberdayaan masyarakat desa yang 

paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan 

melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai 

kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan 

masyarakat desa dalam pengalokasian anggaran sehingga mereka mampu 

untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. 
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Penggunaan Dana Desa seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih 

dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar 

masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih 

harus dipastikan kemanfaatannya untuk: 

a. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. 

b. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga. 

c. Meningkatkan penanggulangan kemiskinanan melalui pemenuhan 

kebutuhan warga miskin di desa. 

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, 

dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. 

Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang 

dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat desa dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan 

pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan 

dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan 

melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Pemanfaatan 

dana desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai 

dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan 

pemerintah Indonesia. 
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Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota 

untuk pembangunan desa, yaitu dalam bentuk Dana Desa (DD). Dalam 

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran 

dana sebesar paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi alokasi dana khusus. Asas 

Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 tahun 

2014 ini mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas 

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara 

terbuka, dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan peraturan yang 

ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya 

kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan 

pemerintahan desa (pemdes) yang baik (good governance) terkait pengelolaan 

DD memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat 

dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, 

pertanggung-jawaban, penatausahaan, dan pelaporan DD. Untuk itu perlu 

peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan 

rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif. Kecamatan Kesesi 

Kabupaten Pekalongan juga menerima Dana Desa tahun 2016 dengan jumlah 

yang meningkat dari tahun sebelumnya. Namun beberapa desa tidak 

didukung pendidikan dan ketrampilan aparat desa yang memadai. 
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Menurut Wikipedia Secara geografis Kabupaten Klaten terletak di antara 

110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan. Luas wilayah 

kabupaten Klaten mencapai 655,56 km2. Di sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) serta Kabupaten 

Magelang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. 

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran yakni sebelah utara 

dataran lereng Gunung Merapi, sebelah timur membujur dataran rendah, 

sebelah selatan dataran Gunung Kapur. Menurut topografi kabupaten Klaten 

terletak di antara Gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian 

antara 75-160 meter di atas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah 

lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan 

wilayah berbukit di bagian selatan. 

Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Miftakhul Jannah 

dari fakultas geografi universitas muhamadiayah Surakarta, Potensi beberapa 

Umbul di kabupaten Klaten memang bisa di manfaatkan untuk wisata air. 

Penelitian yang sama juga menghasilkan data sampingan berupa informasi 

pertanian yang cukup maju karena adanya potensi air yang melimpah. 

Pertanian yang bagus telah mendorong peningkatan kesejahteraan bagi 

masyarakat karena pertanian yang maju membawa dampak usaha sampingan 

bagi masyarakat yang bukan petani, seperti pengepul padi dan penggilingan 

padi. 
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Berdasar Laporan keuangan tahunan tahun 2018 Desa Gumul, kecamatan 

Karangnongko menunjukkan realisasi Dana Desa sebesar Rp. 885.233.000,00 

namun berdasarkan wawancara dengan bagian keuangan desa Gumul, 

Pengelolaan Dana Desa masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Observasi awal yang dilakukan kepada 

masyarakat desa, mendapatkan realitas masyarakat desa yang 

mempertanyakan pemanfaatan Dana Desa yang diterima oleh pemerintah 

desa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Alfasadun dkk (2018) di 

kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan, menyatakan bahwa pada tahap 

perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan 

baik. Penelitian pada desa Panggungharjo,kecamatan Sewon, kabupaten 

Bantul oleh Miftahudin (2018), mengungkapkan bahwa pemerintah desa 

sudah transparan namun, kesadaran masyarakat akan kebijakan Dana Desa 

masih kurang. Sedangkan berdasarkan penelitian oleh Anita Wulandari 

(2016) di kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Dalam perspektif 

ekonomi Islam, pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat.  

Dengan mempertimbangkan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya, Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Transparansi Dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko, 

Kabupaten Klaten)”. Desa Gumul dipilih karena masyarakat desa Gumul 

sangat beragam, sehingga penelitian dapat lebih akurat. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan terkait penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah Transparansi Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko ? 

2. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko ? 

3. Apakah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gumul, Kecamatan 

Karangnongko ? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembatasan yang lebih banyak, penelitian ini akan 

difokuskan pada beberapa faktor yakni : 

1. Transparansi atau Keterbukaan akses pada Pengelolaan Keuangan desa 

tahun 2018, mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang pedoman 

pengelolaan keuangan daerah, yang berbunyi “Keuangan desa dikelola 

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran”  

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2018 mengacu pada 

Pasal 24 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga 
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sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

3. Kesejahteraan masyarakat desa Gumul, kecamatan Karangnongko, 

Kabupaten Klaten tahun 2018-2019, Sesuai dengan buku Indikator 

Kesejahteraan Rakyat yang diterbitkan oleh Badan Pusat statistik tahun 

2015.  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah transparansi pengelolaan Dana Desa 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gumul, Kecamatan 

Karangnongko. 

2. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gumul, Kecamatan 

Karangnongko. 

3. Untuk mengetahui apakah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana 

Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gumul, 

Kecamatan Karangnongko. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai sumber informasi tentang pengaruh 

transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko. 
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F. Sistematika Penulisan 

Penulisan Skripsi dengan judul Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus 

Pada Masyarakat Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten 

Klaten)”. Tersusun dalam 5 bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut  

Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan 

mengenai arti penting dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa 

penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang 

dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, tujuan dari penelitian, 

manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan. 

Bab II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi mengenai teori-teori atas penelitian yang akan 

dilakukan.Yang mana nantinya teori menjadi dasar membantu penyusunan 

penelitian. Dalam bab ini juga akan dikemukakan mengenai tinjauan 

penelitian terdahulu. 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian yang 

akan dilakukan, jenis data yang dipilih, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis yang digunakan. 
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Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini diuraikan mengenai deskripsi data, analisis data dan 

pengajuan hipotesis serta pembahasannya. 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir skripsi yang didalam bab ini 

diuaraikan mengenai kesimpulan dan saran.  
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